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BAB 1 

DEFENSE ENTREPRENEURSHIP 

 
Defense entrepreneurship adalah konsep yang menggabungkan inovasi 

dan kreatifitas dalam sektor pertahanan untuk menciptakan solusi yang 

efektif dan efisien terhadap tantangan keamanan nasional. Berikut adalah 

beberapa sub pokok bahasan yang relevan: 

 

 
Gambar Model Defense Bisnis Pertahanan Business Capability Acquisition Cycle 

(BCAC) 1 

 

A. DEFINISI DAN KONSEP DASAR 

1. Pengertian defense entrepreneurship 

Defense entrepreneurship adalah konsep yang mengacu pada penerapan 

prinsip-prinsip entrepreneurship dalam konteks pertahanan dan keamanan. 

Secara khusus, ini mencakup inovasi, kolaborasi, dan pengembangan solusi 

yang didorong oleh kebutuhan dan tantangan dalam bidang pertahanan. 

 
1Reimagining Defense Business Acquisition,  https://www.dau.edu/datl/b/reimagining-

defense-business-acquisition, diakses tanggal 31 Mei 2024 

https://www.dau.edu/datl/b/reimagining-defense-business-acquisition
https://www.dau.edu/datl/b/reimagining-defense-business-acquisition


 

 

BAB 2 

PERKEMBANGAN  

LINGKUNGAN STRATEGIS 

 
Perkembangan lingkungan strategis adalah suatu proses dinamis yang 

mencakup berbagai perubahan dan kecenderungan di tingkat global, regional, 

dan nasional yang mempengaruhi kebijakan, keamanan, ekonomi, dan sosial 

suatu negara. Lingkungan strategis ini mencakup perubahan dalam konteks 

geopolitik, teknologi, ekonomi, dan isu-isu lingkungan yang saling berkaitan 

dan mempengaruhi satu sama lain. 

 

 
Gambar Ilustrasi Perkembangan Lingkungan Strategis12 

 

A. LINGKUNGAN STRATEGIS GLOBAL 

Pada tingkat global, lingkungan strategis ditandai oleh beberapa tren 

utama:13 

1. Perubahan Iklim dan Keamanan Energi: Perubahan iklim menjadi isu 

sentral yang mengubah kebijakan energi dan ekonomi di seluruh dunia. 

Negara-negara berusaha mengurangi emisi karbon dan mengembangkan 

 
12 Gabriella Lipka, Perkembangan Isu-Isu Strategis Global, Regional & Nasional, 

https://prezi.com/z6mmje2yuefb/perkembangan-isu-isu-strategis-global-regional-nasional/, 

diakses tanggal 31 Mei 2024 
13 Porter, M. E. (2008). On Competition, Updated and Expanded Edition. Harvard Business 

Review Press. 

. 

https://prezi.com/z6mmje2yuefb/perkembangan-isu-isu-strategis-global-regional-nasional/


 

 

BAB 3 

GLOBALISASI DAN POLITIK ABAD 21 

 
Globalisasi adalah proses yang melibatkan integrasi dan interaksi di 

antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah di seluruh dunia. Ini dipicu 

oleh perdagangan internasional, investasi, teknologi informasi, dan arus 

migrasi yang berkembang pesat. Globalisasi telah membawa banyak 

perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi, 

budaya, dan lingkungan. 

 

 
Gambar Ilustrasi Mekanisme Salah Satu Kementerian Menyambut Globalisasi dan 

Politik Masa Depan.24 

 

A. DINAMIKA GLOBALISASI DAN POLITIK ABAD 21 

1. Transformasi Ekonomi Global25 

a. Pertumbuhan Ekonomi: Globalisasi telah memungkinkan pertumbuhan 

ekonomi yang lebih cepat melalui perdagangan bebas, investasi asing, 

dan aliran modal internasional. 

 

 
24  Ardan Adi Perdana, IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI MELALUI REVOLUSI 

MENTAL BIROKRASI SEBAGAI UPAYA MEMBENTUK PEMERINTAHAN BERKELAS DUNIA, 

https://www.menpan.go.id/site/cerita-sukses-rb/implementasi-reformasi-birokrasi-melalui-

revolusi-mental-birokrasi-sebagai-upaya-membentuk-pemerintahan-berkelas-dunia, diakses 

tanggal 31 Mei 2024. 
25 Zakaria, F. (2009). The Post-American World. W. W. Norton & Company.. 

https://www.menpan.go.id/site/cerita-sukses-rb/implementasi-reformasi-birokrasi-melalui-revolusi-mental-birokrasi-sebagai-upaya-membentuk-pemerintahan-berkelas-dunia
https://www.menpan.go.id/site/cerita-sukses-rb/implementasi-reformasi-birokrasi-melalui-revolusi-mental-birokrasi-sebagai-upaya-membentuk-pemerintahan-berkelas-dunia


 

 

BAB 4 

STABILITAS SISTEM KEUANGAN 

 
A. STABILITAS SISTEM KEUANGAN GLOBAL 

Stabilitas sistem keuangan global dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti 

kebijakan moneter dari negara-negara besar, volatilitas pasar keuangan, dan 

dinamika geopolitik. 

 

 
Gambar Hubungan Stabilitas Sistem Keuangan dan Stabilitas Sistem Moneter32 

 

1. Kebijakan Moneter dan Fiskal: Bank sentral di negara-negara besar 

seperti Federal Reserve (AS), Bank Sentral Eropa (ECB), dan Bank Rakyat 

China (PBOC) memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas melalui 

kebijakan suku bunga dan intervensi pasar. Perubahan kebijakan moneter 

ini dapat berdampak signifikan pada aliran modal internasional dan nilai 

tukar mata uang. 

Stabilitas sistem keuangan sangat dipengaruhi oleh kebijakan moneter 

dan fiskal yang diterapkan oleh bank sentral dan pemerintah. Berikut adalah 

beberapa poin terkait dengan peran bank sentral seperti Federal Reserve (AS), 

Bank Sentral Eropa (ECB), dan Bank Rakyat China (PBOC) dalam menjaga 

stabilitas ekonomi:33 

 
32  OJK, https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/stabilitas-sistem-

keuangan/pages/ikhtisar.aspx, diakses tanggal 31 Mei 2024 
33 Claessens, S., Dell'Ariccia, G., Igan, D., & Laeven, L. (2010). Cross-Country Experiences 

and Policy Implications from the Global Financial Crisis. The World Bank. 

https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/stabilitas-sistem-keuangan/pages/ikhtisar.aspx
https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/stabilitas-sistem-keuangan/pages/ikhtisar.aspx


 

 

BAB 5 

ANCAMAN 

PERTAHANAN DAN KEAMANAN 

 
A. ANCAMAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN GLOBAL39 

Defense Entrepreneurship berkaitan erat dengan Ancaman Pertahanan 

dan Keamanan Global yang meliputi Ancaman Cyber, Terorisme, Dinamika 

Geopolitik, Perubahan Iklim, dan Bencana Alam. Berikut adalah penjelasan 

panjang lebar mengenai hubungan Defense Entrepreneurship dengan masing-

masing ancaman tersebut: Ancaman Cybersecurity: 

Defense Entrepreneurship berperan dalam mengembangkan teknologi 

pertahanan siber yang canggih untuk melawan serangan siber seperti 

ransomware, pencurian data, dan sabotase sistem. 

Inovasi dalam teknologi keamanan informasi, pengembangan kecerdasan 

buatan (AI) untuk deteksi serangan, dan peningkatan sistem enkripsi adalah 

contoh praktik Defense Entrepreneurship dalam menghadapi ancaman siber. 

 

 
Gambar Contoh Diagram Skenario menghadapi Ancaman Hankam40 

 

 
39 Brooks, S. G., & Wohlforth, W. C. (2016). America Abroad: The United States' Global 

Role in the 21st Century. Oxford University Press. 
40  Suhono Harso Supangkat, 

https://nasional.kompas.com/read/2021/05/16/15264301/transformasi-digital-pada-sistem-

pertahanan-dan-keamanan?page=all, diakses tanggal 31 Mei 2024 

https://nasional.kompas.com/read/2021/05/16/15264301/transformasi-digital-pada-sistem-pertahanan-dan-keamanan?page=all
https://nasional.kompas.com/read/2021/05/16/15264301/transformasi-digital-pada-sistem-pertahanan-dan-keamanan?page=all


 

 

BAB 6 

MANAJEMEN PERTAHANAN 

 
Manajemen pertahanan adalah proses strategis yang melibatkan 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya 

untuk mencapai tujuan keamanan dan pertahanan nasional. Ini mencakup 

berbagai aktivitas yang bertujuan memastikan bahwa angkatan bersenjata 

dan organisasi pertahanan lainnya siap menghadapi berbagai ancaman baik 

dari dalam maupun luar negeri. Manajemen pertahanan adalah bidang yang 

kompleks yang menggabungkan aspek-aspek militer, ekonomi, politik, dan 

teknologi. 

 

A. PERENCANAAN STRATEGIS (STRATEGIC PLANNING) 

Dalam perencanaan strategis dalam defense entrepreneurship, terdapat 

dua komponen utama yang perlu diperhatikan:44 

1. Definisi dan Tujuan: 

Visi: Menentukan gambaran ideal tentang keadaan pertahanan negara di 

masa depan, seperti keamanan nasional yang kuat, kemandirian dalam 

produksi teknologi pertahanan, dan peran aktif dalam menjaga stabilitas 

regional. 

Misi: Menetapkan peran dan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh 

lembaga pertahanan, seperti menjaga kedaulatan wilayah, melindungi 

kepentingan nasional, dan berkontribusi pada perdamaian dan keamanan 

global. 

Tujuan Jangka Panjang: Menetapkan target spesifik yang ingin dicapai 

dalam jangka panjang, seperti pengembangan teknologi pertahanan terdepan, 

peningkatan kesiapan militer, dan penguatan kerjasama internasional dalam 

bidang pertahanan. 

Analisis Ancaman dan Peluang: Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap 

potensi ancaman terhadap keamanan nasional, seperti ancaman militer, 

cyber, dan non-militer (misalnya, keamanan energi dan lingkungan). Selain itu, 

juga mengidentifikasi peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan, seperti 

kerjasama internasional, teknologi baru, dan inovasi dalam strategi 

pertahanan. 

 

 
44 Henderson, E. (2013). The Globalization of High-Value Medicine: Medical Innovation 

and Strategic Approach to Health Care as a Universal Good. Taylor & Francis. 



 

 

BAB 7 

DEFENSE ENTREPRENEURSHIP 

PERBANDINGAN 

 
Defense Entrepreneurship mengacu pada penerapan prinsip-prinsip 

entrepreneurship dalam sektor pertahanan untuk meningkatkan inovasi, 

efisiensi, dan kapabilitas militer. Ini melibatkan pengembangan teknologi 

baru, strategi bisnis, dan pendekatan manajerial yang adaptif dalam 

menghadapi tantangan keamanan. Mari kita lihat bagaimana konsep ini 

diimplementasikan di Amerika, negara-negara Eropa, Asia, Rusia, dan 

Australia. 

 

A. AMERIKA SERIKAT 

1. Defense Entrepreneurship di Amerika Serikat sangat maju, didukung oleh 

kolaborasi yang kuat antara pemerintah, industri swasta, dan akademia. 

Beberapa inisiatif utama termasuk:55 

2. Defense Innovation Unit (DIU): DIU menghubungkan Pentagon dengan 

perusahaan teknologi komersial untuk mempercepat adopsi teknologi 

terbaru di militer. 

3. DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency): DARPA dikenal 

karena pengembangan teknologi revolusioner, termasuk internet dan 

GPS, dengan fokus pada inovasi yang berisiko tinggi dan berdampak tinggi. 

4. Small Business Innovation Research (SBIR) Program: Program ini 

mendanai penelitian dan pengembangan oleh perusahaan kecil yang 

dapat memberikan solusi inovatif untuk kebutuhan militer. 

 

B. NEGARA-NEGARA EROPA 

Negara-negara Eropa juga semakin menekankan pada  

1. Defense Entrepreneurship, dengan berbagai inisiatif yang mendukung 

inovasi dalam pertahanan:56 

2. European Defence Fund (EDF)**: EDF menyediakan pendanaan untuk 

penelitian dan pengembangan bersama dalam teknologi pertahanan di 

seluruh Uni Eropa. 

 
55 Saunders, P. C. (Ed.). (2019). Asia-Pacific Security: An Introduction. Routledge.. 
56 Tellis, A. J., & Wills, M. H. (2019). Strategic Asia 2019: China's Expanding Strategic 

Ambitions. National Bureau of Asian Research. 

 



 

 

BAB 8 

EKONOMI PERTAHANAN 

 
Ekonomi Pertahanan adalah cabang ilmu ekonomi yang fokus pada 

bagaimana sumber daya diorganisir dan digunakan untuk mempertahankan 

keamanan dan kedaulatan suatu negara. Ini melibatkan analisis, perencanaan, 

dan pengelolaan sumber daya ekonomi yang dialokasikan untuk sektor 

pertahanan, termasuk anggaran militer, pengembangan industri pertahanan, 

dan pengaruh kebijakan ekonomi terhadap kemampuan pertahanan. 

 

A. GAMBARAN EKONOMI PERTAHANAN 

1. Anggaran Pertahanan. 

a. Alokasi Anggaran: Penentuan berapa besar dana yang dialokasikan untuk 

sektor pertahanan dibandingkan dengan sektor lainnya seperti kesehatan, 

pendidikan, dan infrastruktur. 

Alokasi anggaran adalah proses menentukan bagaimana sumber daya 

keuangan negara didistribusikan di antara berbagai sektor, seperti 

pertahanan, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Penentuan berapa 

besar dana yang dialokasikan untuk sektor-sektor ini melibatkan 

pertimbangan prioritas nasional, kebutuhan strategis, dan situasi ekonomi. 

Berikut adalah beberapa poin penting terkait alokasi anggaran untuk sektor 

pertahanan dibandingkan dengan sektor lainnya: 

 

 
Gambar Mekanisme Pemberdayaan Industri Pertahanaan68 

 
68  Juliana, Lukman Yudho Prakoso, 

Https://Www.Researchgate.Net/Publication/359649451_PEMBERDAYAAN_PT_LEN_DALAM_

https://www.researchgate.net/publication/359649451_PEMBERDAYAAN_PT_LEN_DALAM_MEMPRODUKSI_RADAR_GCI_GUNA_MENDUKUNG_EKONOMI_PERTAHANAN_PERMASALAHAN


 

 

BAB 9 

INTELIJEN EKONOMI DAN DIPLOMASI 

 
Intelijen Ekonomi dan Diplomasi adalah dua konsep penting dalam 

hubungan internasional dan kebijakan keamanan negara. Intelijen ekonomi 

berkaitan dengan pengumpulan dan analisis informasi ekonomi untuk 

mendukung kebijakan nasional dan strategi bisnis, sementara diplomasi 

ekonomi melibatkan penggunaan kebijakan ekonomi dan instrumen 

diplomasi untuk mencapai tujuan politik dan ekonomi suatu negara. Berikut 

adalah pembahasan mendalam tentang kedua topik ini: 

 

 
Gambar Ilustrasi Intelijen Ekonomi98 

 

A. INTELIJEN EKONOMI 

1. Definisi dan Tujuan 

Intelijen ekonomi adalah proses pengumpulan, analisis, dan diseminasi 

informasi terkait ekonomi untuk mendukung keputusan strategis dalam 

kebijakan pemerintah dan strategi bisnis. Tujuannya termasuk: 

a. Memperoleh keunggulan kompetitif di pasar global. 

b. Melindungi ekonomi nasional dari ancaman eksternal seperti 

spionase ekonomi. 

c. Mendukung kebijakan ekonomi dan perdagangan internasional. 

 
98 https://www.pngwing.com/id/free-png-ynamo, diakses tanggal 31 Mei 2024. 

https://www.pngwing.com/id/free-png-ynamo


 

 

BAB 10 

TEKNOLOGI PERTAHANAN 

 
Teknologi Pertahanan merujuk pada inovasi, pengembangan, dan 

penerapan teknologi yang dirancang untuk meningkatkan kapabilitas militer 

dalam melindungi suatu negara dari ancaman eksternal dan internal. 

Teknologi pertahanan mencakup berbagai bidang, termasuk sistem senjata, 

komunikasi, pengawasan, logistik, dan dukungan medis. 

 

 
Gambar Ilustrasi Sistem Pertahanan107 

 

A. GAMBARAN TEKNOLOGI PERTAHANAN 

1. Sistem Senjata 

a. Senjata Konvensional: Senjata yang digunakan dalam pertempuran 

langsung seperti senapan, artileri, dan tank. 

b. Senjata Non-Konvensional: Termasuk senjata nuklir, biologi, dan 

kimia. 

c. Senjata Berteknologi Tinggi: Termasuk rudal berpemandu, drone 

tempur, dan laser.108 

 
107  Suhono Harso Supangkat, 

https://nasional.kompas.com/read/2021/05/16/15264301/transformasi-digital-pada-sistem-

pertahanan-dan-keamanan?page=all, diakses tanggal 31 Mei 2024 
108 Goldman, E. O., & Andres, R. B. (2011). Information and Communication Technologies 

in Modern Military Operations. Military Review.. 

https://nasional.kompas.com/read/2021/05/16/15264301/transformasi-digital-pada-sistem-pertahanan-dan-keamanan?page=all
https://nasional.kompas.com/read/2021/05/16/15264301/transformasi-digital-pada-sistem-pertahanan-dan-keamanan?page=all


 

 

BAB 11 

KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN 

NEGARA BIDANG PERTAHANAN 

 
A. GAMBARAN UMUM 

Kebijakan pengelolaan keuangan negara dalam bidang pertahanan adalah 

serangkaian strategi, peraturan, dan tindakan yang diambil oleh pemerintah 

untuk mengalokasikan, mengelola, dan mengawasi sumber daya keuangan 

yang digunakan untuk keperluan pertahanan nasional. Tujuan utama dari 

kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa anggaran pertahanan 

digunakan secara efektif dan efisien, guna mendukung keamanan dan 

kedaulatan negara. 

 

 
Gambar Ilustrasi Mekanisme Pengelolaan Keuangan Negara113 

 

Pengelolaan keuangan dalam bidang pertahanan didasarkan pada prinsip 

efisiensi dan efektivitas, yang berarti alokasi anggaran harus memberikan 

hasil optimal dan setiap pengeluaran dinilai berdasarkan kontribusinya 

terhadap kesiapan dan kapabilitas pertahanan. Transparansi dan akuntabilitas 

juga menjadi pilar utama, di mana pelaporan keuangan dilakukan secara 

terbuka dan rutin diaudit untuk menghindari pemborosan dan korupsi. 

Kebijakan ini juga harus memastikan prioritas dan keberlanjutan melalui 

perencanaan jangka panjang dan identifikasi proyek yang memberikan 

dampak terbesar terhadap kemampuan pertahanan. 

 
113  Metro, https://www.metrokalimantan.com/2022/12/pengelolaan-keuangan-

negara.html, diakses tanggal 31 MEI 2024 

https://www.metrokalimantan.com/2022/12/pengelolaan-keuangan-negara.html
https://www.metrokalimantan.com/2022/12/pengelolaan-keuangan-negara.html


 

 

BAB 12 

KEBIJAKAN PENGADAAN ALUTSISTA 

TERHADAP EKONOMI NEGARA 

 
A. PENGERTIAN KEBIJAKAN PENGADAAN ALUTSISTA 

Kebijakan pengadaan alutsista (alat utama sistem persenjataan) adalah 

kebijakan yang mengatur proses perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, 

dan modernisasi sistem persenjataan dan peralatan militer suatu negara. 

Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk memastikan kesiapan dan 

kekuatan militer yang memadai untuk mempertahankan kedaulatan dan 

keamanan negara. 

 

 
Gambar Contoh Alur Proses Pengadaan Alutsista121 

 

Kebijakan pengadaan alutsista merujuk pada serangkaian keputusan dan 

langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah atau lembaga pertahanan 

suatu negara untuk memperoleh, mengembangkan, dan memelihara 

peralatan militer dan sistem persenjataan. Kebijakan ini mencakup proses 

perencanaan, pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan alutsista, yang 

melibatkan penentuan kebutuhan pertahanan, pemilihan teknologi, 

pembelian atau pembuatan peralatan, serta perawatan dan peningkatan 

alutsista yang ada. Kebijakan pengadaan alutsista bertujuan untuk 

memastikan bahwa angkatan bersenjata memiliki peralatan yang memadai 

 
121  Kasim1 Waskito Dwiwicaksoputro & Hazen Alrasyid, STRUKTUR PENGADAAN 

ALUTSISTA DALAM METODE BERPIKIR SISTEM,  



 

 

BAB 13 

KEBIJAKAN DEFENSE OFFSET ALUTSISTA 

 
A. PENGERTIAN DEFENSE OFFSET 

Defense offset adalah kesepakatan yang dilakukan antara pembeli dan 

penjual dalam kontrak pengadaan pertahanan, di mana penjual setuju untuk 

memberikan manfaat ekonomi atau industri tambahan kepada negara 

pembeli sebagai bagian dari kesepakatan. Manfaat ini bisa berupa transfer 

teknologi, investasi dalam industri lokal, pelatihan, atau proyek kerjasama. 

Berikut adalah komponen utama dari kebijakan defence offset:130 

1. Transfer Teknologi: Penjual diwajibkan untuk mentransfer teknologi 

canggih kepada industri pertahanan lokal di negara pembeli. Ini 

membantu dalam membangun kapasitas teknis dan memajukan industri 

pertahanan domestik. 

2. Peningkatan Kapasitas Produksi Lokal: Kebijakan offset sering kali 

mencakup komponen yang mengharuskan sebagian atau seluruh 

produksi alutsista dilakukan di dalam negeri, yang membantu 

menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kemampuan produksi 

lokal. 

3. Kerjasama Riset dan Pengembangan: Penjual dapat diminta untuk bekerja 

sama dengan institusi riset lokal dalam proyek R&D yang berkaitan 

dengan teknologi pertahanan, yang membantu dalam pengembangan 

inovasi lokal. 

4. Investasi Langsung: Penjual dapat diwajibkan untuk melakukan investasi 

langsung di sektor pertahanan atau sektor terkait di negara pembeli, yang 

dapat mencakup pembangunan fasilitas produksi atau penelitian. 

5. Pengembangan Sumber Daya Manusia: Melalui program pelatihan dan 

pendidikan, kebijakan offset dapat mencakup peningkatan keterampilan 

dan pengetahuan tenaga kerja lokal dalam teknologi dan industri 

pertahanan. 

6. Pengadaan Balik (Counter-Purchase): Penjual mungkin diwajibkan untuk 

membeli kembali produk atau komponen dari negara pembeli dalam 

jumlah tertentu, yang membantu mendukung industri lokal.131 

 
130 Sandler, T., & Hartley, K. (2007). Handbook of Defense Economics, Vol. 2: Defense in a 

Globalized World. Elsevier.. 
131 Martin, S., & Hartley, K. (1995). Defence Procurement and Industrial Policy: Offset 

Strategies in the UK and France. Defence and Peace Economics, 6(1), 19-39.. 



 

 

BAB 14 

MODERNISASI ALUTSISTA 

 
A. PENGERTIAN MODERNISASI ALUTSISTA 

Modernisasi alutsista (alat utama sistem persenjataan) adalah proses 

peningkatan, pembaruan, dan penggantian peralatan militer yang sudah 

usang dengan teknologi dan sistem yang lebih canggih dan mutakhir. 

Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa angkatan bersenjata suatu 

negara tetap siap menghadapi ancaman keamanan dan pertahanan yang 

terus berkembang. 

 

 
Gambar Ilustrasi Alutsista TNI141 

 

Proses ini mencakup pembaruan sistem senjata, kendaraan tempur, kapal, 

pesawat, dan peralatan pendukung lainnya agar tetap relevan dengan 

perkembangan teknologi dan ancaman keamanan yang terus berkembang. 

Aspek-aspek utama dari modernisasi alutsista meliputi pembaruan teknologi, 

peningkatan kapabilitas, efisiensi operasional, keamanan dan pertahanan, 

serta kerjasama internasional.  

Pembaruan teknologi melibatkan integrasi teknologi terbaru dalam 

sistem persenjataan, komunikasi, dan penginderaan untuk meningkatkan 

kemampuan tempur serta digitalisasi dan otomatisasi untuk meningkatkan 

efisiensi operasional dan akurasi. Peningkatan kapabilitas memastikan 

kesiapan tempur melalui perawatan rutin dan upgrade yang diperlukan, serta 

 
141  Militer, https://militer.me/2019/10/07/pembelian-alutsista-tni-dari-luar-negeri-

melorot-tajam-peringkat-pun-melorot/#google_vignette, diakses tanggal 31 Mei 2024. 

https://militer.me/2019/10/07/pembelian-alutsista-tni-dari-luar-negeri-melorot-tajam-peringkat-pun-melorot/#google_vignette
https://militer.me/2019/10/07/pembelian-alutsista-tni-dari-luar-negeri-melorot-tajam-peringkat-pun-melorot/#google_vignette
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